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PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sal

o\ fre\ Y 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 17 Juli 1993, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05 Februari 1989, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA,
tempat XXXXKHXHHXHXXXXXXXXXXEXXKXKKKKKKXXXXKXX

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18

Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Imam Bonjol Rt
02 Rw 01 Banyu Putih Timur Salatiga selama 7 tahun 1 bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
- anak (lahir 15 Pebruari 2012)
- anak (lahir 22 Oktober 2018)
Kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2018
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
disebabkan :
- Penggugat Tidak Memberi Nafkah kepada Penggugat
- Sudah Tidak Ada Kecocokan Dalam Berumah Tangga/Penggugat Dan
Tergugat Selau Berbeda Pendapat Dalam Mengurus Rumah Tangga
- Tergugat Kalau Sedang Ada Masalah / Marah Selalu Pergi Berhar Hari
Lamanya
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat
sering berselisin dan bertengkar, namun percekcokan tersebut pada
awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcokan itu semakin bertambah
tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Pebruari tahun 2019
yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah vyaitu
Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat di Tingkir Salatiga yang hingga
kini sudah 2 tahun 8 bulan lamnaya;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
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Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut
dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP
No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan
pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
SUBSIDER:
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Sal Tanggal 21 Oktober 2021 dan Tanggal 27
Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

dengan adanya pencabutan terhadap posita poin 9 dan petitum 3 dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
1. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Salatiga tertanggal
XXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermatarai lengkap dan cocok dengan aslinya
bukti P.1

- Fotocopi akta nikah atasnama Penggugat dan Tergugat nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Januari 2012 yang dikeluarkan olek
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermaterai
lengkap cocok dengan aslinya bikti P.2;

2. Saksi.
1. saksi, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 16 Januari 1990, NIK
3373025601900001, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan
Dagang, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga,, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan
suami istri karena Saya adalah teman sekaligus tetangga Penggugat

sejak tahun 2008;
- Bahwa hungan antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan

suami isteri menikah pada tahun 2012, yang telah dikaruniai 2 orang
anak.;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak

kurang lebih tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
pulang kerumah Saudaranya, sedangkan Penggugat tetap tinggal

dirumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu
( sejak anak kedua lahir), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul

pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi kurang, yang

disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar, dan Saya sering mendengar menjadi tempat mengeluh

(curhat) Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bersama lagi;
- Bahwa saksi Pernah menasehati penggugat, akan tetapi tidak

berhasil;
2. saksi, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 19 Januari 1971, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan

suami istri karena Saya adalah bibi ( Tante) dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun

2012,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat; .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dua orang,

sekarang diasuh oleh Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak

kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
pulang kerumah orang tuanya sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal
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dirumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

baik-baik saja akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Penggugat

dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi kurang, yang disebabkan

Tergugat malas bekerja dan karena Tergugat sering pergi berhari-hari;
- Bahwa saksi sering  mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar; ;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengurusi

Penggugat;
- Bahwa usaha perbaikan ada dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan
mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara

sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah
hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki
oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, malasnya
Tergugat dalam mencari rezki kalau terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi
berhari-hari, akibatnya sejak pebruari 2019 antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 2 tahun, dan selama
pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua)

orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan
perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah
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mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan
Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi
Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2012
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, telah
dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR,
sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum
(perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat,
maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan
(persona standi in judicio) dan patut menjadi pihak (legal standing) dalam
perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh

mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan
kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing
memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2018 karena
masalah ekonomi, malas berusaha, kalau bertengkar pergi sampai berharihari,
dan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak februari 2019 sampai sekarang
tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta
yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.,

sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi
kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang
lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi
ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang

cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 22 Januari 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sidorejo Kota Salatiga;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang sekarang

dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
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2. Bahwa sejak pebruari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama

kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan
demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi
sebagai “telah pecah” (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri
sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat
dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar sejak 2018 karena masalah ekonomi dan sejak pebruari 2019
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun
dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan
Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan
dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan
kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar
ketimbang kebaikan (maslahat) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan
batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada
Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan
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dari pada mengharap maslahat sebagaimana gaidah fighiyah yang diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:
tlaoll > Gle p3io swlasl €55

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan

Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa
dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan
pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan
hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan
dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak
terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2
(dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat
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Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan

dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

_

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

N

. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

w

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama
Salatiga pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan
tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Fajri, S.Ag.. sebagai Hakim
pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Muayarotul Azizah S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fajri, S.Agttd. ttd.
Panitera Pengganti,
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Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya:
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan . Rp 225000,00
Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai . Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 370.000,00
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